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, Unding-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintshan Dier

GKUNGAN PEMERINTAH ACEH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa hak untuk memperaleh informasi merupakan prasyarat yang merdasix
dalam rngka mewyjudien ponyclenggarsan pemerintahan yang bk, tesbuka
dan akuntabel;

bahwa berdasarkan keteawan Passl 12 Perstumen Menteri Dalam Megest
Momor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informas d
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalum Negeri dan Pomerint
Dacrah perlu menetapkan Pedoman Pengelolien Informasi dan Dokementssi
dilingkungan Pemerintsh Aceh; 5

behwa berdssarkan pertimbangsn sebagaimans dimaksud dalam huruf 3 d
huraf b, perlu menetapkan Perauran Gubernur Aceh tentang Pedor
Pengelofaan Tnformasi dan Dokumentasi di Linghkungan Pemerintah Aceh;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daera O
Propinsi Agjoh dan Porubahan Pemberrkan Propinsi Sumaters
{Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 1956 Nommor &4, Tambabus
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103];

{Lembaran Negara Republik Indonesiy Tahun 2004 Nomor 135, Tambahy
Lembaran Negrs Nomer 4437) sebgaimana telah boberapa kali diubs
terakhic dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubah:
Kedua Ats Undang-Undang Nomor 52 Tahus 2004 tentang Pemerintahan
Duerah (Lembamn Negsss Repubiile Indomesin Tohun 2008 Nomor 59,
Tambakan Lembaran Negari Republix Indonesia Nomar G44):

Undang-Undang Nemor 11 Tehun 2006 tentang Pesmerinuhan Aceh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tobun 2006 Nomor 62, Tembaban
Lembaran Negara Republix Indancsia Nosor 4433

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentsng Kererbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Namor 61, Tambahin
Tembaran Negara Republik Indanesi Nomor 4846,

Undang-Undang Nomer 43 Tshun 2000 tentang Kearsipaa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur 2009 Nomor 152, Tsmbshan Lemboran Negass
Republik Indonesis Nomer S07L);

Undang-Undzng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaysnan Publik (Lombaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 112, Tumbahon Lembaraa
‘Megaza Republilk Indonesia Nomor SU38);

Peraturan Pemerintah Namot 61 Tahun 2010 tenteng Pelaksansan Undang
unding Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukamn Informasi Publi
(Leobaran Negara Republik Indonesia Tshun 2010 Nomor 99, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indoncstn Nomor 5149);

8, Peraturan .12
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8. Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tantang Pedoman
Pengeloluan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerias
Dala Negeri dan Pemerintah Toerah;

. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indanesia Nersor 1 Tahun 2010
tentang Standsr Layanan Informasi Publik:

Perataran Komisi Informasi Pusar Republik Indonsia Nemor 2 Tshun 2010
rentang Prosedur Penyelesaian Sengheta Informosi Publik;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN  PENGELOLAAN
INFORMAST DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN ERI}
ACEH,

BABT
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
L Aceh adaluf duessh provins yung menpskan kesan masysrat ki
5 an
e i e e
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undengan dalam sistem dan
prinsip Negar Kesaruzn Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945, yang dipimpin oleh seorang
Gubernur;
- Pemerinahan Acch adslsh pemeriniobun daeish provivai deles s

Dewan Perwakilin Rakyar Datrah Aceh sesusi demgan fungsl dan
Jewerngan masing masing.

. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebuc Pemerinwh Aceh
ndalah wnsur penyelenggura pemerincshan Aceh yang terdini aes
Gubernur dan perangka dacrah Acch.

4. Gubernur adalah kepala Pemerintzh Aceh yang dipilih melalui suet

proses demokratis yang dildkukan berdssarkan ssas langsung, wimw
bebras, sahasia, jujur, dan adil
Satusn Kerja Perangkat Acel selanjunyu disingkat SKPA sdalah unsu
pembanty Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintsh dserah
terdici dari Sckretarint Daerah, Sekretaciat DPRA. Dings dan Lembags
“Teknis Daerah.
Informas adalah keterangan, pernyatan, gagasan, dan tanda-tands yang
mongandung nilal, makne, dan pesan, bk dua, faki
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaes, yang disajikan
dalam berbagui kemasan din format sesusi demgan porkembangan
weknologi informasi dan komunikasi secars elekuonik dan nen elektronik.
Informasi Publik adalah informasi yang dibasilkan, disimpan, dikeloly
dikirim, dan/atau dlterima oleh pemerintah Acch ying berkaian denges
dan Negara dan/ato dan
Penyslengpirian, Pasmectnidh, Aceh. lanaya, sorta kot fin. yan
berkaitan dengan kepentingsn Publik.
Pelayanan informasi adalsh jusa yang diberikan oleh pemerinah Ace!
kepada masyarakat pengguna informa
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9. Akses




9. Akses informasi adalah kemudshn yang diberikan kepnds seseorang seeu
masyarakat uncule memperoleh informasi publik yang dibutuhkan
Aluntabilites adoloh perwujudan kewsjiban Pemerintah Aceh
mempertanggungiuwabkan pengelolsan sumber daya dan pelalaa
kebijukan ynng dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian wjus
yang telah ditctapkan melalui media pertanzgung jawaban berupa liporar:
akuntabilitss kinerja secara periodik,

. Dokumen adalah do, catatin danvatay keterangan yang dibuat danac
diterima oleh Pemerintah Acch dalam rangka pelaksanaon kegintannya.
baik tertulis diatas kereas atau sarana lainnya maupun terekam dalam
bensuk apapisn, yang daput diffhar, dibaca atau didengar, !

12, Dokumentasi adahh  dom  keglarsn  pengumpulan,  pengelolaan
penyusunan, dan pencarston dokumen data, gambar, dan susrs untul.
bahan info Publik

. Pengelolaan  Dokumen adalsh proses  pengampulan,  penyuse
penyimpanan, pemeliharaan, penggunsan, dan penyajian dokumen secars

sisternatis,

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secars

sistemants berdasarkan tugas pokok dan fungsi orpanisesi serta kategor:

informasi.
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Pelayanan informasi adalah jase yang diberikan oleh Pemerintah Aceh
kepada masyasakat penggums informasi.
Pejabat. Pengelola Informasi dan Dokumentast yang sclanfurnya disingkat
PPID adolah pefebat  yang becanpgungjawab dibidang penyiempanan,
pendokumentosian, Penyedisan, daniatas peloyanan  informas, i
pemerintah Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu, yang selanjutnys

disebut PPID - Pembanty, adaloh Pejaba Pengelola Informesi dan

Dokumentasi yung berada pada Satuan Kerjs Perangkar Aceh.

Pengguna Informasi Publik adalah wargs nogars, dan orang/hadan yang

menggunatan informasi pu

. Pemahon Informasi Publik adalsh wargs negara dan/atnn badan hukum

Indanesis yang mengajukun permintaan informasi publik.

20. Ujl Konsekuensi adalsh pertimbangan dengen scksuma dan pem
keelitian. tentang dampak atou akibat yang timbul apabila suar fnformas
dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yung harus
ilindung dengan mémutup suaiu informast publk.

21. Songketa Informasi Publik. sengheta yang tesjadi antare badan publik dar
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hek memperolel: dan
menggun: menggunakan informasi berdusirkan  ketentus
Peranuran Perundang-undangan,

22. Medinai adalsh penyelesalaan sengheta informasi publik antaca paca pihik

melilui bantuan mediotor Komisi Tnformai

3. Ajudikasi adalah proses penyelessian sengkcta informasi publik anstase

pers pihak yang diputus oleh Komist Informasi,
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BAB T
MAKSUD, TUJUAN IDAN PRINSIP

Pasal 2
(1) Persturan Gubernur ini dimaksudkan scbagai acuin bagi SKPA/Unit Kerje
dalam metuberikan dan pengelolsan informass publik dan dokumentasi 4l

lingkungsn Pemeriniah Aceh.
(2) Peraruran /4
eI



(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi
pengelolaan pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah

Aceh.
Pasal 3

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a. mudah, cepat, cermat, dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian
pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;

b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus
dilaksanakan secara jelas dan terbuka:

c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi
publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan

d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi
publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

BAB I
KRITERIA INFORMASI PUBLIK
Pasal 4

Informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan informasi yang di
hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima, atau yang -berkaitan dengan
penyelengaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 5

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan kriterianya
terdiri dari:

Informasi publik yang dikecualikan;

Informsai publik yang wajib disampaikan secara berkala;

Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 6

(1) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, merupakan informasi yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Informasi publik yang wajib disampaikan secara berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik.

(3) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta dan wajib tersedia
setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ dan huruf d dapat
diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan
dan dapat diakses dengan mudah.

b o p

Pasal 7

(1) Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s,
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

(3) Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan informasi publik, apabila tidak
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.
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) Informasi yang tidak depar diborikan oleh Pemerintsh Aceh sehagaimans
dimaksud pada ayat (1) melipur:

a. informasl yang dapat membahayakan Negara:

b informasi yang berkaian dengan kepentingan perlindungan usan

perssingan  usaha tidak schar;

<. informasi yang berkaitan dengan hak-hak prilx

. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau;

w didokomentasikan.

(5) Pengeenslian informasi bersifat ketar, terbaras, dan tidak mutlak

(6) Sifet informasi sehagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki pengertian:

& bersific ketat antinys, pengecuslian informasi dilakukan dengan pengufian
secams scksama dengan mempertitbangkan berbagai aspek legal, kepatutan,
dan kepentingan ummum;

b. bersifit terbatas artinya, slassn pengecuslian seouai peratiran Perundang
undangan; dim

c. informasi yang telah dikecuslikin dapat dinyawkan terbuka untuk
melindung! kepentingan umum yang lebih besar.

o

©. Informasi yang belum dikussai

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIR DISEDIAKAN DAN DIUMUMEAN
Pasald

) Informasi yang wajib disediakan den dinmumkan secara berkal schagaimara
dimaksud dalam Pasal 3 hurof b dilakulan paling singkat 1 (satu) tahun.

(2)  Informasi sebogeimana dimaksud pucs syar 1, meliputi;

. informasi tentang Profil Pemerintah Aceh;

b. informasi tencang program dan/atax: kegiatan yang sedang dijalankan dalarm
lingkup Pemerinth Acch;
informasi entang kreria dalam
Izparan ukses informasi publik
. informast lain tentang Qunun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur,

stau produl hukum Femerintah Acch linaya.

" informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi public

pengajusn keboratan, proses penyelesaian senghets, informasi pnm dan

pihak-pifiak yang bertanggung jowal untul: duper dikubungi.

& informasi tentang taw cara pengaduen penyslohgusan wewenang auu
pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Acch maupun
piak yang mendapatklan fxin atau perjanfian kerja dari Pemerintah Aceh,

b inforemasi tentang penguamumsn pengadian barang dan jasa sesusi dengan
ketentuan Peranuran Perundang-undangan

i informasi tentang prosedur permgmm dini dan evakusei keadaan dsrurat
setiap kantor Pemerintsh Diaerah

2

ghup Pemerintah Acch.

s

Pasal 9
(1) informasi yang wajib diumumban secara serta merm sebagaimona dimalsud
dalam Pasal 5 huruf ¢ adalsh. informasi yang dapat mengancam hajat hicup
arang banyak dan ketertiban wrmum.
@ Infmmmschaxmu dimaksud pads ayat (1) disampeikan dengan eora yeng
udsh dijangken cleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipshami

7_:“:\.,‘,.....\“..“.“,.,.

(3) Informasi .. /6



(3) Informasi sebagaimana dimaksud gada ayat (1), meli

a. informasi bencana alam sepertt kekeringan, kebakaran hutas kasens filior

alum, hama penyakic wmaman, epidemik, wabah, kejadian luar biess,
Xejadian antarikss ata bends-benda anghasa;

b informasi keadsan bencana non-clam seperti kegagalan indwsri atsu
teknologi, dampak induseri, ledaken nuklir, pencemaran lingkungan din
kegiztan keantarilsaan;

G informasi bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik scsial antar
Kelempak 2tzu antar komunitas masyerakar dan terror;

d informasi jeals, persebaran dan dierah yang menjadi sumber penyakit yaag
‘hecpotensi menular;

e. informasi racun pada bahan makinan yang dikonsumsi oleh masysrakat;
I i hadap utilites publik
BABY
PEJABAT PENGELOLA INFORMAST DAN DOKUMENTASI
Fasal 10

(1} Untuk mengelola pelayansn informasi dan dokumentasi di inghungen
Pemerintahar Aceh ditetapkan PPID,
(2) Pelaksans pengelolaan Inforniasi dan Dokumentesi erdici deri :
a. Tim Pertimbangan;
b, PPID; dan
<. PPID Pembantu,
Pasal 11
(1) Tim peatimbangan sebsgaimana dimaksud dalam Posal 10 ayat {2) b
ditetapkan dengan Kepurusan Gubernur,
(2) Tim Pertimbingan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) mempunya twgs
sobagal bexikut
a. melakukan uji kensekuensi terhadap informasi yang dikecualikan wnek
selanjutaya ditetapkan dengan kepusan Gubernus; dan
. membahas, menyclesaiban dan memuruskan keberutn otas pelayanan
informasi.
(3) Tim Perti dalam g dimakend pada
ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut :
. ilan ke d ket informasi;dan.
. penyelessian masalsh dan hal-hal lain yang belum diavar dalam pedoman
ini

Pasal 12

(1} PPID sebagaimana dimaksud dalars Pasal 10 ayat (2), huruf b, secara ex officic
ijabac oleh Kepula Dinas Perhubungan, Kenunikssi, Informes! don Telemarika
Aceh, yang besiaugguag jawab kepada Gubernur mefalui Sckretaris Daerah
Aceh,

(2) Dilam Pelsksanaan PPID sebogaimana dimaksud pads ayas (1) dibanu aleh
bidang

a. bidang Pengelolasn Informesi, Dokumentasi dan Assips
b. bidang Pelayanan Informasi; da
©. bidang Pengaduan dsn Penyelesaian Senghera.
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3) Bidang-bidung sebagaimons dimaksud pada ayar (2), dibantu oleh canugs
bidang Telnis/Administrasi.

PPID di lingkungan Pemerintah Aceh dibantu oleh PPID Pembantu yang
berads di linglmgin Saman Kerj Perangkat Aceh danfitau Pejabet
Fungsional.
{5) Penunjukan PPID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Pasal 13

) PPID sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huraf b, mempunyai tuges

a. menghoordinasikan dan mengkonsalidasikan pengumpul bahan informasi

dan dokumentast dari PPID Pembantu;

b. menyimpan, mendekumentasikan, menyediskon don memberi  pelayanzn
informasi  kepada publik;
‘melakuken vertdfikasi bahan informa

blik;

informas dinks
melakukan inventarisasi informasi yang dikecuslikan untuk dilikukan uji
konsekuensi. oleh Tim Perdmbangan;

§ mémbuat Liporan pelayanan informasi, yang mencakup

1, jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

e

Vit vty Cipmtia: Gl et sl e i
publil;

3 junish permhonss Informad publik yang dikabulkan baik sebebgion
atau seluruhinya dan permohonan informasi yang ditolok; dan
4. alasan penolakan permohenan informasi
Pasal 14
PPID sebagaimana dimaksud dalam Fasal 10 ayat (2) hurf b, mempunyai
wewenang :

o memint dan informasi dari unit ket
dilingkungan Pemerintah Aceh;

b lolaan, pelayanan sexts
informas dan dokumentasi dengan PPID-Pembantu dan/atu Pejabat;

. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesusi dengan ketenruan
Peraturan Perundang-undangan; dan

<. mendelogasikan pemenuhan permincaan informssi kepads PPID-Fembantu.

Pasel 15
&) PPID Pembantu schagaimany dimaksud dalam Pasal 10 ayar (2) huruf ©
ibentuk wnuk membenu PPID dalam pelayanan informasi publik dan

dokumentasi pada sctiap SKPA.

(2) Jebatan PPID-Perbanty sebagaimana dimaksud pada syat (1) melekat kepada
jabatan :

a. Kepala Biro dilinghungen Sekeecariat Dasrahs Aceh; dan
b Kepala DinawBadan/Selretaris  pada SKPA dan Lemboga Telnis
dilinghungan Pemerintah Acch.
(3) PRID Pembantu bertugss membanm  PFID  melaksonskan  ketenzuan
sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14,

(4) PPID Pembantu meayampaikan informasi dan dokumentasi kepada PFID
secars berkala dan sesuai kebutuhan;

{5} PPID




(5} PPID Pemmbantu dalam melsksonakan tuges dan fungsinga dibantu oleh tensgs
Pembantu Tekals Administrasi/fungsional.
Pasal 16
(1) PPID - Pembants sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 , mempunyai 1ugas :
mengkoordinasikan dan menghonsolidasikan pengumpul sahan informas
dan dokumeatasi dari PPID Pembantu;

dan memberi pelayancn

b,
informasi  kepada pablik;
melakukan vereifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan pemucskhiran informasi dan dokumentasi
e menyediakan informast dan dokumentasi sniuk diskses oleh masyarakat:
dan
£ melakukan st informasi yang ikan unruk
kepada PFID.
{2) PPID - Pembantu melaksanakan fungsi :
s i infornsasi publik pads masing:

b penataan dan penyimpansn informasi publik pada

Pasal 17
PPID-Penibanty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, memiliki kewenargan
vk memberikan pelsyanan informast dan menolak permohonan informast
sesuai dengan ketestman perung-undangan yang diketahuifdisetojui cleh
Kepala SKPA/Unit Kerja dengan ketentuwan ©

a. kepala SKPANini Kevks bemnigguig ,.mb penub techadap semus proses
di lingkungan SKPA

peny
yang dilﬂmmhn ol:h PPID Pembantu;
b. kepala SKPA/Unit Kerja menandatangeni Laporan PPID-Pembanes stk
diserabikin kepada PPID; dan
<. kepala SKPA/Unit Kerja menandatanagani liporan keberatan informasi atas
pelayan Informasi dari pm}hmbmm 'k:pwdi PPID.
(2) PPID-Pembantu b
ataw sfudikesi di lrmmtnanms. iy pmsessmdalmdl?m\gam]anipshu:
térjadi sengheta informas

BABVI
TATA KERJA
Fusal 18
{1} Pengeloloan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan
cleh PPID dengan melibatkan SKPA dilingkungen Pemerintsh Aceh.
(2 Pengelolsan informasi publik di lingkungan SKPA di lingkungan Pemerintzh
Aceh dilaksanakan olek PPID Pembantu.
Pasal 19
Advakasi pengaduan dan penyelesaian sengketa Informest publik di lingkunger:
Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan $KPA yang
menanguni bidsng hukum

BAD VII
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TATA CARA PENGECUALIAN INFORMAST PUBLIK
Pasal 20
(1) PPID melaksunakan inventarisasi informasi yang dikecualikan berdasarkan

usulan dari SKPA.
(2) PPID melaporkan inventarisasi informasi yang dikecuslikan kepads Tim
Pertimbangan untuk dilakukan uji konsekuensi
@ nm Pertimbangan wajib melskukan pengujian mengenai konsekuenasi yang
mbul apabila sust

aj

suat informasi diberikan sers mempertimbangkan secars

S penuh ketelitian sebehum menyatakan Informast Publik sebagai
Informesi Publik yang dikecual

(4) Tim Pertimbengan yang melakukan pengujian konsckuensi berdasarkan alasan
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib menyebutkan ketenmuan secsra jolas
dan tegis pade undeng-undang yang memyatkan swatu informasi wailb
dirahasiskan.

15) Alasan sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyetaken
secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan st permohonsa
Informasi Publik,

(6) Dalam pengulian kensekuensi, Tim dilarang
mempertimbangkan akisen pengeeualion seliin bulbal yang discur dalam
Peraturan Perundang-undangan di bidang kecerbukoon Informasi Pubbk.

Pasal 21
(1) PPID wajib menghitimkan ocau mengsburkan muteri inf yang
dikecualikan dalam suetu salinen dokumen Tnformsi Publik yang akn

diberikan kepada Publik.

(2) PPID tidsk dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam. su
salinan Informasi Publik sehagai alasan untuk mengecuslikan akses pub
terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik,

(3) Dalam hal dilakukan Penghitaman stau pengaburan informasi, FRID wajib
momberikan alssan din materinys puds masing-musing hal yang dikitimkan
atau diksburkan.

Pasal 32
(1) PPID dapat mengatur lebih Janjot mengenai tata: cora pengecualian Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20,
{2) Persturan. mongensi i@ cara pengocuzlian Informasi Publik sebagaimana
dimakeud poda ayet (1) wajlb memperimbangkan jngks. wakin pelaanen
informasi scbagaimans ditur dalam Porsturan Gubsrnur ini.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 23
Selurub Informasi Publik yang berady di Hnghungan Pemerinh Aceh selain
informasi yang d:l.aumhl:xn dopur diskses oleh Publile melalui prosedue
permohonan Informasi Publ

Tasal 24
{1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidsk

tertulis.

7‘ sz
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(2) Dalam hal permohonan disfuken secara terrulis, pemohon harus -

&, mengisi formulic permohonzn; dan

b perolehan salinan dan/stan pengiriman informasi publik apsbila dibunbkan
bisya dibebankan kepada pemohen infarmasi publik.

Dalam hal permohonzn disjukan secara tidsk sereulis, PPID memastian

permohonan Informssi Publik tercatat dalam formulie permohonan.

(4) Formulir permohonin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3]

sekurang-kurangnya memuat ;

a nomor pendafiaran yeng dilsi berdsarkan nomor setelah permohonan
Informasi Publik di registrasi;

b, nama;

c. slamar;

d. pekerjuan;

& nomor telepon/e-mail.

£ rinciun informasi yang diburuhkin;

& tjuan penggunsan informasi;

b, cara memporoleh informasi; dan

i, cara mendapatkan sallnan informasi,

Pasal 25

Terhudap permohonan informasi publik sebagimana dimabsud dalsus Pasal 24,

PPID berkewajiban :

u, melakukan pencatatan permehonan informasi publik dalam buku register
permohenan;

b. memberiken nomor  pendafiarsn permohonin informasi yang telsh
diserahkan melalui surat elefrronik atsu persohon datng langsung, schagsi
‘bukti permohonan informasi; dan

G menyershkan tanda buki permohonan informasi kepada pemohon

2

infarmasi,
(2) Dalar hal permohonan Informas: Puslik dilekukan melsh surst arzu faksim
ataw cars lain yang tidak “hagi Badan
nomor pendaftaran secira langsung, PPID u—.J.n. memstikan  nomor

pendafiacan dikirimkan kepada Pemohon Informasi Pul
(3) Momor pendsfiaran sehagsimana dimaksud pada a§'l( @) dopat diberikan
bersama dengan pengiriman Informasi Publil
(4) PPID wajib menyimpan salinan formuli chonin yang telah diberikan
nomor pendafiaran sebigai tanda bukc permohionan Informas Publik
) Rey diraskd pad ayat (1 g-kuzang;
memuat :
nomer pendafiaran permohenar;
. tanggal permohonan;
‘nama Pemohon Informasi Publik:

. Informasi Publik yang dimints;
. tujusn penggunasn nformasl;

yrmasi untuk mencazat apakah informasi sudah berada di bawah
penguasaan Pemerintah Dacrah atau tolah didokumentasikan;

3 AN ORI

rpmma g
3
g
T
E

. format .




-1k=

j. format informasi yang dikuasai;

k. jenis permohonan wntk meneatac apaksh pemohon informast ingin melihat
atau mendapatkan salinan informasi

L keputusan untuk menerima, menolak, amu menyarankan ke badan puwhk
lain bila informast yang diminta berada di bawah kewenangan badan publ
lain;

m.alasan penolaken bil informasi

. hael din tanggal pmberitahuan eriulis serta pemberien informasi; dan

©. biaya serta cars pembayaran untuk mendapatkan Informesi Publik yang
diminta.

Pusal 26

Dalam hal Pemochon Informas Publik bermaksud untuk melihae den

mengetahui Informasi Publi, PPID wajib -

@ memberikan aksss bagi pemohon wntuk melihar Informasi Publik yeng
diburuhkan. di tempat yang memadai sntuk membaca dan/atie memeriks:
Informasi Publik yeng dimohon;

b, memberikan alusan tertulls sebopaimana dimiksud dalim Pasal 13 dan Pasal
14 apabila permohonan Informesi Publik ditolak: dan

¢. memberikan informasi tentang wta cara mengajulan keberstan beserta
formulirnya bila dikehendaki

Dalam hal pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajik

menghoordinasikan dan memastikan -

a pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk memboca danvitsu
memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

pemobon [nformasi Publik - mendapatkan  sainan  informasiyar,

dibuvshkan;

€. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepeda ketentusn dalum Pasal 13
dan Pasal 14 apabila permohonan informasi ditola

d. pemberian Infornssi tentang tata cara mengajukan keberamn basersa
formulirnya bils dikehendaki,

PPID wajib memastikan Pemohon Infarmasi Publik scbagaimana di maksud

pada ayar (1) dan ayst (3) dibans dalam molengkapi persyaratan sebegsimana

dimeksud dalam Posal 24 selambav-lambatnya 3 (gd) hari kerja sejk

‘permohonan Informasi Publik dianjurkan,

PPID wajib memaseikan permohonan Pemohon Informasl Publik sebsgsimans

dimaksud pada ayat (1) dan oyar (2) tereazat dalum register permohoran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25,

Pasal 27

FPID wajib memberikan pemberitahuan tarulis yang merupaken javaban

Pemerintah Acch atas setiap permohenan Informasi Publik

Pembecitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlsikan :

a. apakah Informesi Publik yang diminta berara dibawal: penguasannya oss ik

=

d. benmk Informasi Publik yang terscdin:

. vkt yang dibutukon untok wenyedishan Informst Pubbic yang dimohons

£ inform ‘bila ada; dan

. penjelasan apabils informasl tidak dapat diberikan karena belum dikussa
arau belum didokumentasikan.

() Dalas ...../112




{3) Dalam hal Informast Poblik yang dimohon diberikan beik sebagi
seluruhnya pada saat permohenzn dilakukan, PPID wajib menya
‘pemberitahuan tecoulis sehagaimans dimaksud pads ayat (1) bersamaan dzngn
Informasi Publik yang dimohon.

(4) Dalum hal Informasi Publik yang dimohon, diputusien untuk diberikan baik
sebagiin. sty selurubnys namua tidsk dissmpaikan pada sast permohonan
dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan terwufis don Informesi
Publik yang dimohon kepada Pemehon Informasi scsuai dengan janghe wakzu
yang diaeur dalam Peraturan Gubernus ini,

(5) Dalam hal permohonan Inforwsi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikin

pemberitahusn tertulis bersamaan dengan Kepatusan PPID tenmang penclakas
Permokonin Informasi.

(6) Kepurusan PPID tenang Penclikan. Permohonan Tnkormas oleh PPID

maksud

memuzt

nmnrpmdafurﬂn‘

nama;

alamat;

pekerjaan;

. nomor telepon/e-mail;

Informasi yang dibutuhian;

kepurusan pengecualian dan penolskan informasi;

ala:.n]mgmlian,

. konsckuensi yang dipskimkan akan timbul opabile informast dibuka o

diberikan kepada Pemohon Informasi

(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksed pada ayat (1} dan Tnformas:

Publik yang dimohon dissmpaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima,

®) Dalam hal permohonan. informasi tiduk dismpaikan secara langsung acu

alii surat elektronik, nomor pendsfrarsn d.lslmpl:kan bersamaan den
Skt o
19) Dalam hal PPID belum menguosai atu mendokementasikan. Informasi Publix
yang_dimohon dan/atau belum dapac memuwskan apakah informasi yang
disnohon termasuk Informasi Poblik yeng dikecualiken, PPID memberitsbuksn
perpanjangan waktu pemberitainaan terculis beserte alsannye,

(10} Perpanjangan sebaguimana dimaksud peda ayat (9) besera penyampsion
Informasi Publik yang dimohen dilakukan selambat-lambatnya 7 {eujub) herl
kerfa sefuk jangka wakn: pemberitshuan tectulis sﬁhynumz dimaksed
ayat (7} dan tidak dapar diperpanjing lngi,

S

BABIX
SARANA DAN PRASARANA
Fasal 28
Sazana d dapat digunkan & peleyanan fnformas

yang
‘publik di Badsn Publik antara lain 1
8. perslatan pengolh data {editing unit/ linier dan non linier, baik manual maupun
digical;

b, kamara video dan foto, kamers surveillance, videa player/VIR unit { VES, Video
8, mini DY, DV cam, Bewscom, Betanmax, Hard Disk) dan sudis sudio bak yang
‘manual meupun digitl;

;C.Z e
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7—/ & identitas ...
R —————

. peralatsn belsjar mengujir yang berhasis
o

imedia (proyeltor LG, computer,
dan laptop!

ruangan dengan teknologi jeringan yang berbasis interner;

peralatan digitel monitoring med (DMM boik televis! maupay radio; dan
Isborattum design grafis vimal dan percetakan

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Pengajuan keberatan

Pasal 29
Pemohon Informasi Publik berhsk mengjukan keberatan dalm hal
diternukannys alasan sebagai barikut
a. penolakan atas permohenan Informas Publik sesuai dengan perundang

undangan;
b. tidak disediakannya informasi berkals;
¢ tidak ditanggapinga permahonan Informasi Pul
4 Informasi Publik ditanggap tidak di
¢ tidsk dipenuhinga permohonun Informasi Publik;
£, pengenasn binya yang tidak wajar; dan/atan
g penyampaian Informosi Publik yang melebihi wakeu yang diarur dalam
Peraruran Guberus inl,

Pengajuen keberatan sebagaimana dimaksud pada ayac (1) ditunjukan kepada
Tim Pzrlimbengan melalui PRI}
Pengajuan keberatan sobagaimanz dimakoud pads ayst (1) dapas dikuasakas
kepada pibak lain yang cakap di hadapan hulum.

Pasal 30
Pemerinali  Aceh wajib mengumumkan tsta cava pengolahan keberatzn
disertai dengan nama, dan nomor kontak PPID,
Pemerinmh Aceh dapat menggunakan sarana kemunikasi yang efekrif dolom
‘menerima keberatan sesuai dangan kemampusn sumber days yang dimilikinys

Bugian Kedua
Registensi Keberatan
Pasal 31

Pengajusn keberatan dilaukan dengan cara mengisl formulir keberatsn yang
disediakan,
‘Dalam hal pengsjuan keberatan disamspaikan secara tidak menulis, PPID wajit
‘membantu pemohon Informsi Publik yang mengsjukan keberutan atuu pihak
yang mencrima kuasa wntuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian
memberikon nomos registrosi pengajuen keberatan,
Formulir keberatan sebagaiminn dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurengnya
memuat
3. nomor registrasi pengajuan keberatan,
nomor pendafaran permohonan informasi Publil;
ujuan penggunann Informasi Publik;
identitas lenghap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberazan:

P e




. identitas kuasa Perohon Tnformasi Publik yang mengajukan keberatan bik ads

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

# Kasus posisi permohonan Informas: Publik:

h. walktu pemberian tanggapan atas keberatan yang disi alel perugas:

i nams dan tanda tingim Pemohon Informasi publik yang mengaiukan
keberatan; dan

J- mema dan eanda tangan petugss yang menerima pengjian keboratan,

) PI'ID wajib memberikan talinan formulir keberstan scbagaimena dimaksad
pads ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengsjukan keberazar:
st Jauesanyn sebagai tanda terima pengajuan kebecatan

(5) Format formulir kebesatan sebagaimana dimsksud pada ayat (3) berdaku pule
dalam hal penyediasn saranz pengsjuan keberatan melalui alat komunikas.
elekeronik,

Pasal 32

{1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam registerast keberatan,

Registrasi keberatan sebogaimana dimaksed pada syat (1) sclurang-kurangnys
menuat :
4. nomor registrasi pengajuan keberatan;
. tanggal diterimanya keberatan;
identicas lengkap Pemohon Informasi Publik dumery kuasanys yang
mengajukan keberatin;
nomor pendaftaran permohenan nformas: Publik;
informsi Publik yang diminta:
tujuran penggunzan informasi;
alasan pengajuan keberstan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undazg-
Undang Keterbukaan Informasi Pubiik;
. keputusan Tim Perdmbangan;
hasi dan tanggal pemberian tanggapen aras keberatan;
nama dan posisi Tim pertimbangan; dan
k. tanggapsn Pemohan Tnformasi.

Bagian Kerigs
“Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 33

8

Trer omomp e

{1) Tim perdmbangan wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputuson
tentulis yang dissmpaikan kepada Pemohon Informasi Publik yung mengajuksn
keberstan stau pihak yang menerims kuse selambat-lambatnya 30 (tiga pulul)
hari sejuk dicatatryn pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan

(2) Keputusan terulia scbagnimana dimaksud pada syar (1) sekurang-kurangrs
mermuat :

a. tanggal pembuatan surat tanggapan tss keberaten;

b nomor surat tanggapan atas Keserarany

. tanggapen PPID atas keberatan yang disjukan:

4. perintsh stasan PPID kepada PPID untuk memberikan sehagian atau sch
Infazmasi Publik yang diminta da‘un l keberatan diterima;

©. jangka waktu pelak Buaruf d;

. mengkoordinssikan dan mmgkﬂnmhdnmlnu pengumpul bahin informasi

dan dokumentast darl PPID Permbaritu;

dan memberi pelayanan

&
informasi kepada publik;

; AT T
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Diundanglean di Banda Aceh
ada 4560

-da -

h, melakukan vertifkasi bahan informasi publik;
i melaksken pemutakhiran informss dan dokumensaci; din
% iskan informasi dan 5 diskses oleh masyarakar,
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulic sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada saat diterapkannya keputusan tertulis terselnut.
Fasal 34

Femohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan avau pihak yang mere
Jeuzsa yang tidsk puas dengan keputusan Tim Pertimbangan berbuk mengajular
mohonan penyelession senghew Informasi Publik pada Komisi [nformas.
Pemerintah Aceh atau lembaga lain sesuai Peraturan Perundang-undsngan d:
bidang informasi publik selambar-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanys Keputusan Tim Pertimbangan.
BABXI
PELAPORAN
Pasal 35
(1} PPID Pembant menyampaikon informasi dan dokumentasi kepads FPID
secara berkala dan sesuai kebutuhan,
{2) PPID memberikan laporan tentang pelsksanaan tugasnya. kepads Gubernur
melatui Sekretaris Dacrak,
(3) PPID Pembantu memberikan Joporan tentang, pelaksononn tegasnys kepads
atasan PPID Pembantu.
(4) Ketentan mengenai bentuk laporan dan tata cara penyampaian berpedeman
kepada kerentsan Perauran Perandang -undangan,
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturon Gubernur ini sopanjang mengenai toknis
pelaksanaannya disesapkan oleh Gubernur,
Pasal a7
Pecscuran Gubsrrr ini i berl prda tanggal divndanghan
Agar arang Peraruran,
Gubernur ini dongan penempatannya dalam Berita Daceah Aceh.

kan di Banda Acch
/‘me 2 Tupiapia

Tyban 1433

GUB}:M ACEH,
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